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JAKARTA - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan kabar gembira mengenai
penanganan sengketa tanah di tahun pertama kepemimpinan Kabinet Merah
Putih. Ia dengan bangga mengklaim bahwa tidak ada kasus sengketa tanah baru
yang muncul sepanjang periode tersebut.

"Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus
sengketa tanah yang baru. Dalam arti, belum ada produk kita selama setahun ini
digugat orang maupun bermasalah dengan orang," kata Nusron Wahid dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Upaya Kementerian ATR/BPN tidak berhenti pada klaim keberhasilan. Ke depan,
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kementerian yang dipimpinnya akan terus berinovasi dalam meningkatkan sistem
layanan pertanahan dan tata ruang. Tujuannya jelas, yakni mewujudkan
akuntabilitas yang tinggi demi menekan potensi sengketa tanah yang dapat
merugikan masyarakat.

Nusron Wahid menjelaskan bahwa sengketa tanah yang masih tertangani saat ini
adalah warisan dari masa lalu. Ia menyebutkan bahwa seluruh permasalahan
pertanahan dan tata ruang yang ada merupakan akumulasi dari kasus-kasus
yang timbul sejak 5, 10, bahkan 15 tahun silam. Oleh karena itu, Kementerian
ATR/BPN memfokuskan energi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lama
agar tidak berlarut-larut.

Menyikapi dinamika pertanahan, Nusron Wahid menekankan peran krusial
Kementerian ATR/BPN sebagai regulator dalam memperkuat aspek pencegahan.
Langkah konkretnya adalah dengan membangun sistem pertanahan dan tata
ruang yang presisi dan akuntabel. Sistem yang solid ini diharapkan dapat
menutup celah bagi praktik mafia tanah.

Sebagai gambaran, upaya pencegahan kejahatan tindak pidana pertanahan di
tahun 2025 telah membuahkan hasil signifikan. Kementerian ATR/BPN berhasil
menyelamatkan aset negara senilai Rp9,67 triliun, yang mencakup sekitar 13 ribu
hektare bidang tanah.

"Mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di
internal. Karena apa? Melawan mafia tanah yang paling efektif itu adalah
membentengi diri, membuat sistem yang akurat dan akuntabel, supaya sistem
kita tidak bisa dibobol dan tidak bisa diakali," tegas Nusron Wahid. (PERS)


